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Pemda Tanggung Gaji P3K

DPR Minta Eval

asi Batas 30%

Belanja Pegawai Di Daerah

Komisi XI DPR meminta Pemerintah mengevaluasi aturan
batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30
persen mulai tahun 2027. Pasalnya, saat ini, Pemerintah
Daerah (Pemda) menanggung pembiayaan Pegawai Pe-
merintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang cukup besar.

ATURAN batas maksimal belanja
pegawai itu fercantum dalam
Undang-Undang {UL) Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemeriniahan Daerah
[HKPD)

Anggota Komisi XI DPR
Puteri Anetta Komarudin menilai,
perubahan skema Transfer Ke
Daerah (TKD] dalam beberapa
tahun terakhir dan kebijakan
pengangkatan PPPK dalam jum
lah besar belum sepenuhnya di
antisipasi saal pembahasan UU
HKPD. Padahal. implementasi
kebijakan fiskal harus tetap mem-
perhatikan kendisi riil daerah.

“Utamanya kemampuan keua
ngan Pemda dan kebunihan penye
rapan tenaga kerja di masing-ma
singwilayah,” ujar Puteri, dalam ke
terangannya, Minggu (LA/2026).

Menurut Puteri, Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) telah me
nyampaikan rencana koordinasi
bersama Kementerian Dalam
Negerd (Kemendagri) dan Kemen-
terian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PAN-RE} untuk
melakukan penvesuaian kebijakan
terkait proporsi belanja pegawai
daerah.

Putri menyatakan. walaupun
pada UL HKPD telah diatur ba
tas maksimal belanja pegawai 30
persen. tapi mengingat kondisi
vang ada sekarang, harus ada pe
nyesuian dengan melihat kemam
puan masing-masing dagrah.

*Jadi, tentu kita akan terus her
koordinasi dengan Kemenkeu ter
kait dengan hal ind," jelas poliisi
Golkar ini.

Puteri telah menerima berbagai

PUTERI ANETTAKOMARUDIN

keluhan dan kekhawatiran dari
daerah terkait kepastian pemba
varan gaji P3K. (leh karena it
pihaknya memastikan persoalan
ini akan menjadi perhatian dalam
rapat-rapat berikumya bersama
Pernerintah.

‘Menteri Keuangan (Menkeu)
meminta wakie sampal semester
12026 untuk melibat kondisi P3K
dan kemampuan APEN kita, bila
nanti anggaran PAK ditarik kem
bali ke pusat,” kata legislator asal
Daerah Pemilihan Jawa Barat
(Jabar) ini.

Komisi XI DPR. lanjutnya,
akan terus mengawal persoalan

tersebiut agar tidak menimbulkan
ketidakpastian bagi PPPK maupun
membebani kondisi fiskal Pemda.

Ketua Komisi XI DPR
Mukhamad Mishakhun menam
biahkan, terhitung sejak akhir tabun
2023 hingga tahun 2024, Peme
rintah Pusat {Pempus) melakukan
pengangkatan sekitar 1.6 juta
pegawal yang mayoritas meru
pakan P3K. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya. tanggung jawab
pembayaran PAK jusen dialibkan
sepenuhnya kepada Pemidsa.

“Semua kepala dagrah mengelub
soal kewajiban P3K ini,” kata
Mlishakhun dalam keterangannya,
Mingpu (104/2026).

DFR, lanjutnya, menerima ba
nyak keluhan dari Pemda terkait
keterbatasan kemampuan fiskal
untuk membayar gaji P3K. Maka
dari i, pihaknya mempertanyakan
langkah Pemerintah apabila ter
dapat daerah yang tidak mampu
memenuhi kewajiban permbavaran
pepawai tersebut.

“Apakah boleh memecat me
reka? Sementara mereka dianghat
oleh pusat dan didistribusikan ke
daerah masing masing. Tidak

mungkin daerah punya pegawai
ngpak mampu bayar.” kata politi
kus Golkar ini.

Apalagi. menurumya, persoalan
tersebut berpotensi menimbulkan
instabilitas di daerah apabila tidak
sepera mendapat kejelasan kebi
jakan dari Pempus. Terlebih, ter
dapat puluhan daerah yang disebut
mengalami keterbatasan kemam
puan fiskal dalam memenuhi be-
lanja pegawai.

Bagaimana tanggapan Peme
rintah? Direktorat Jenderal (Dir
jen) Perimbangan Keuangan Ke
menkeu Askolani menyampaikan,
Pemerintah masih melakukan
eviluasi terhadap kapasitas fiskal
daerah hingga semester [-2026.
Hal ini dilakukan sebagai dasar
penyusunan kebijakan fiskal be-
rikutnya. Pemerintah juga tengah
mengantisipasi implementasiama
nat UU HKPD vang mengatur
hatas maksimal belanja pegawal se
besar 30 persen mulai tahun 2027

“Kebijakan ini dibuat 2022,
tetapi kita juga harus lihat dalam
2 tahun ini Transfer ke Daerah
{TKD) berubah kebijakannya."
tutup Askolani. mTIF
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